Leter C Dalam Administrasi Pertanahan di Desa
oleh: SHOFYAN KHASANI, S.S

Sejarah Hak Kepemilikan dan Pungutan Atas Tanah

Pencatatan asal-usul hak kepemilikan tanah di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan
Pemerintah Kolonial Belanda yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia sehingga segala aspek
administrasi yang ada saat ini mempunyai hubungan yang erat dengan tata administrasi di masa
penjajahan Belanda di Indonesia.

Pada masa penjajahan Hindia Belanda,dikenal 3 jenis hak terkait dengan kepemilikan
tanah, yaitu:

1. Hak-hak asli Indonesia, yaitu hak atas tanah menurut hukum adat;

2. Hak-hak Barat, yaitu hukum yang Eropa yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda yang
aturannya berlaku di Negeri Belanda untuk diberlakukan atau diterapkan bagi Golongan
Eropa di Hindia Belanda; dan

3. Hak-hak atas tanah di daerah yang masih berada dalam penguasaan kerajaan-kerajaan
setempat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, pendaftaran tanah hak-hak barat dalam
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan yang digunakan untuk keperluan Pemerintah
Hindia Belanda dalam pemungutan pajak tanah.

Hingga tahun 1961 terdapat 3 jenis pungutan pajak tanah, yaitu:

1. Verponding Eropa atau pungutan pajak tanah-tanah hak barat, yaitu pajak tanah yang
dikenakan kepada pribumi yang mempunyai tanah milik dengan status eigendom agraris®;

2. Verponding Indonesia atau pungutan pajak untuk tanah-tanah milik adat di wilayah
Gemente? atau pungutan pajak yang dikenakan kepada pribumi yang memiliki tanah milik
adat;

3. Landrente atau pajak bumi adalah pajak tanah yang dikenakan untuk tanah-tanah milik
adat di luar wilayah Gemente.

Persepsi Masyarakat

Pada waktu itu, yang dikenakan pajak hanyalah tanah-tanah milik saja, sedangkan yang
bukan merupakan tanah milik (baik berdasarkan hak milik barat maupun hak milik adat)
sekalipun seseorang menguasainya tidak dikenakan pungutan pajak. Sedangkan untuk pengenaan
pajaknya dilakukan dengan menerbitkan surat pajak atas nama pemilik yang di kalangan
masyarakat dikenal dengan sebutan petuk pajak, pipil, girik yang fungsinya sebagai surat
pengenaan dan tanda pembayaran pajak.

Dikarenakan pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, maka surat pengenaan pajak
dikalangan masyarakat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang
bersangkutan. Sementara pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak oleh Pemerintah pun
dianggap oleh masyarakat sebagai pengakuan hak pembayaran pajak atas tanah yang

bersangkutan oleh Pemerintah.

! Agrarisch Eigendom adalah hak atas masyarakat Indonesia yang berasal dari Hak atas tanah adat
diakui dan didaftarkan oleh pemerintah kolonial dan inilah yang disebut sebgai Agrarisch Eigendom
? Gemeente adalah nama pembagian wilayah administrative, pada jaman colonial Hindia Belanda, sebuah
kotamadya disebut juga Gemeente dan pimpinannya disebut burgemeester.



Seiring berjalannya waktu, regulasi yang mengatur bahwa hanya tanah-tanah yang
berstatus hak milik adat yang dikenakan Landrenten dan verponding Indonesia, maka semakin
banyak pemilik tanah yang menginginkan untuk mempunyai petuk pajak dengan demikian
dirinya dianggap sebagai wajib pajak sehingga menggunakan data yang tercantum di dalam
petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah milik adat dan
dirinya sebagai wajib pajak sebagai pemiliknya.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959
tentang Pajak Hasil Bumi atau disingkat PHB memberikan regulasi baru terkait dengan hal yang
sebelumnya belum diatur terkait dengan pungutan terhadap tanah. Yaitu, PHB berdasarkan
peraturan ini pengenaan pajaknya hanya didasarkan pada pemilik hak kebendaan yang
sebelumnya tidak dikenakan pada verponding Indonesia atau pajak verponding.

Menurut suatu sumber, hak milik merupakan sesuatu yang berhubungan langsung atas
suatu benda, hak ini adalah suatu hak yang hanya diadakan atau dibuat untuk bekas tanah
partikelir. Menurut S.A Raharjo, tanah partikelir adalah tanah eigendom yang pemiliknya
sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (Undang-Undang Agraria) berlaku mempunyai
hak pertuanan (RAHARJO, 2012).

Hak milik juga dipandang sebagai hak benda tanah, dimana hak tersebut memberi
kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah tersebut
untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai “igenaa’r” dengan memperhatikan
peraturan-peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.

Terkait dengan surat pengenaan pajak yang dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah
oleh masyarakat, Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960
menyatakan bahwa:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa

adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan

tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari

sawah yang bersangkutan.

Verifikasi/ Pembaharuan Girik/ Leter C

Pajak-pajak tanah pada tahun-tahun sebelum 1959 dalam perjalanan waktunya diganti
dengan pungutan baru yang dengan nama luran Pembangunan Daerah atau IPEDA, namun oleh
masyarakat dikenal dengan sebutan Girik atau Leter C. Dalam perkembangannya, terhadap
Girik/ Leter C, berdasarkan Perpu Nomor 11 Tahun 1959, dilaksanakan verifikasi/ pembaharuan
data leter C yang oleh masyarakat dikenal sebagai pemutihan Girik. Di daerah-daerah yang
perkembangan daerahnya cepat, pembaharuan Girik/ Leter C dapat dilaksanakan kurang dari 10
tahun.

Pada saat dilaksanakan verifikasi atau pembaharuan Girik/ Leter C, Girik/ Leter C setelah
diverifikasi atau terkena pembaharuan data dibukukan kembali dengan nomor baru dan data

subjek dan objek pajak hasil pembaharuan dinyatakan sebagai data asal dan semuanya dicatat
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kembali dengan tinda berwarna hitam* sedangkan data yang lama dinyatakan tidak
dipergunakan lagi/ tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, setidaknya dalam suatu daerah Kantor IPEDA telah melaksanakan 3
Otiga) kali pembaruan Girik/ Leter C sampai dengan pergantian surat pengenaan pajak dengan
nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Alur perubahan perpajakan tanah di Indonesia sekaligus
skema verifikasi/ pembaharuan/ pemutihan girik/ leter C dapat dijelaskan dalam bagan di bawah

ini.

e Verponding Eropa

e Verponding Indonesia
e Llandreta (Pajak Bumi)
e Pajak Hasil Bumi (PHB)

Sebelum 24-09-1960

Verifikasi/ Pembaharuan hasil

pembaharuan/ pemutakhiran

petuk/ pipil/ girik minimal 10
tahun sekali

Petuk pajak/ pipil/ girik hasil
verifikasi/ pembaharuan data
yang lama dinyatakan tidak
digunakan/ tidak berlaku lagi
dan yang baru dinyatakan
sebagai data asal kembali

Perubahan Tahun 1985

SPPT PBB

Pajak digunakan bagi yang
menguasai/ menikmati di atas
tanah miliknya sendiri/ milik
orang lain/ tanah negara

Bagan 1 — alur riwayat perubahan perpajakan tanah dan verikasi girik/ leter C

Berdasarkan uraian pada paragraf 2 di atas, sejak Pemerintahan Hindia Belanda
melakukan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum di bidang Pertanahan
sebagaimana disebut di atas, salah satu maksud dan tujuannya adalah keperluan untuk keperluan

Pemerintah Hindia Belanda dalam pemungutan pajak yang dikenal sebagai kadaster fiscal atau

4 pencatatan peralihan hak atas tanah pada leter c dicatat dengan tinta berwarna merah



“fiscal cadaster”. Dengan demikian, keberadaan petuk pajak/girik/ pipil hingga saat ini
sebenarnya hanya merupakan komponen administrasi untuk keperluan pemungutan pajak oleh

Pemerintah bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah.

Administrasi Pertanahan di Desa

Administrasi pertanahan di Desa memegang peranan penting dalam pelayanan kepada
masyarakat bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Pengelolaan data pertanahan di Desa yang tepat, lengkap, benar dan akurat akan menyelamatkan
para pihak yang terkait dengan penerbitan dokumen pertanahan di masa yang akan datang.

Setidaknya, di kantor Pemerintah Desa terdapat register pertanahan tingkat Desa yang
meliputi:

1. Buku Tanah di Desa

2. Register Pemilik Tanah

3. Keputusan Desa

4. Buku Pengusahaan Kas Desa

5. Buku Peralihan Tanah.

Dari register pertanahan tersebut, setelah suatu transaksi pertanahan terjadi (jual-
beli/hibah/waris/tukar menukar/ atau wakaf) atau atas permintaan pemilik tanah yang namanya
tercantum di dalam Buku Tanah di Desa atau ahli warisnya, Kepala Desa selanjutnya
menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa, dan Salinan
Leter C. Seluruh dokumen tersebut akan menjadi data pembuatan akta jual beli/ atau akta wakaf/
atau hibah/ atau waris dan pendaftaran tanah (HARIYANI, 2008).

Leter C/ Girik/ Pipil sebagaimana dijelaskan di atas menjadi dokumen yang sangat vital
bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam menyediakan data awal dalam suatu proses pendaftaran
tanah. Namun demikian, di sisi Pemeritah Desa banyak dialami kendala dalam menyediakan
dokumen tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

1. Dokumen Leter C/ Girik/ Pipil tidak terpelihara dengan baik atau rusak atau sudah

usang karena usianya;

2. Belum adanya sinkronisasi data pemilik yang terdaftar di Leter C/ Girik/ Pipil dengan
data wajib pajak pada SPPT PBB maupun NIK (data kependudukan);

3. Pemilik yang terdaftar pada Leter C/ Girik/ Pipil tidak dapat terlacak dikarenakan
berbagai hal;

4. Aparatur Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tanah
sebagaimana disebutkan pada Leter C/ Girik/ Pipil, misalnya: Petugas kesulitan
menemukan dan menentukan Nomor C, Nomor Persil atau Kelas Tanah sebagaimana
disebutkan di dalam Leter C/ Girik/ Pipil;

5. Kurangnya pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Administrasi
Pertanahan di Desa;

6. Kurangnya pelatihan/ bimbingan teknis di bidang Pertanahan bagi Aparatur
Pemerintah Desa;



Selain Leter C/ Girik/ Pipil, SPPT PBB yang dimuat dalam Buku Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, juga menjadi dokumen penting dalam pendaftaran tanah.
Sebagian masyarakat di Desa masih mempunyai pemahaman yang kurang tepat mengenai
dokumen-dokumen tersebut yang dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah. Padahal, dokumen-
dokumen tersebut hanya semata-mata untuk keperluan pengenaan pajak tanah oleh Pemerintah.
Penutup

Penyelenggaraan administrasi pertanahan merupakan salah satu layanan strategis di
dalam Pemerintah Desa. Dokumen pertanahan di Desa, termasuk Leter C/ Girik/ Pipil adalah
dokumen yang telah ada sejak lama, sehingga kebanyakan sudah usang, lapuk atau bahkan
beberapa bagian sudah tidak utuh lagi atau hilang. Hal ini memerlukan upaya serius dari
Pemerintah Desa untuk menyelamatkannya sekaligus berupaya membekali Aparatur Pemerintah
Desa terkait dengan ilmu administrasi pertanahan.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan baik dari Pemeritah Desa
maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mendukung penyelamatan dokumen pertanahan
desa, khususnya Leter C melalui:

1. Digitalisasi Leter C;

2. Pembekalan/ Pelatihan/ Bintek di Bidang Pertanahan;

3. Evaluasi tata kelola administrasi pertanahan di desa secara berkala.

Tertib administrasi pertanahan di desa harus dianggap penting oleh semua pihak, baik
oleh para pemilik tanah maupun Aparatur Pemerintah Desa. Karena tertib administrasi di saat ini

akan meminimalisir munculnya sengketa pertanahan di masa yang akan datang.
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